
Menimbang

SALII{AN

BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAIIIA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kediri, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Sekretariat

Daerah yang proposional, efektif dan efisien sebagai bentuk

penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian

terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta

tata keda Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri;

c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 18 Tahun 2O2l tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri perlu

disesuaikan dengan kebutuhan dinamika dan perkembangan

Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Kediri;
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4ll,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273A1;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2079 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9al;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201.4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor tL4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2079 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6aO2l;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a771;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A17 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 60a1);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2414 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 87 Tahun 2OI4 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2l Nomor 186);
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Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daera.h (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah {Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor

1571;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang

Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam. Jabatan
Fungsional;

13" Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nornor 25 ?ahun 2A21 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah

untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2A16

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri (Irmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2AL6 Nomor 5, Tambahan [rmbaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor l47l;

}IEUT'TU$TTAIT :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.
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4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Kediri.

5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kediri.

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai

Aparatur Sipil Negara datam rangka menjalankan tugas

pokok dan fungsi keahlian danlatau keterampilan untuk
mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

{f} Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan

daerah-

{2) Sekretariat Daerah sg}agaimana dimaksud pada ayat (U
dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab

kepada Bupati.

(3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (U
mempunyai tugas membantu Bupati dalarn Fn5rusunan
kebijakan dan pengoordinasiart administratif terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan

administratif.

{a} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

{3) menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penlrusu.nan kebijakar daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. pelayanan adsrinistratif dan pembinaaa aparatur sipil

fiegasa pada Perangkat Daeratr;

e. penJrusunan dan perumusarl laporan kinerja secara

periodik kepada Bupati; dan

f. pelaksanaan tugas iain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 3

{1} Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah, membawahi :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan

3. Asisten Admiaistrasi Umum.

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahtera€Ln Ralgrat,

membawatri :

1. Bagian Tata Pemerintahan;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

3. Bagian Hukum.

c. Asisten Perekonomian dan Fembangunan, membawahi :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan

2. B,agpan Pembangunan dan Pengadaan BaranglJasa.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1. Bagian Umum;

2. Bagian Organisasi;

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan

4. Bagian Perencanaan darr Keuaegac.

e. Bagran Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa,

membawahi Sub Bagran Pengadaan BaranglJasa.

f. Bagran Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi

Sub Bagian Protokol;

g. Bagran Perencanaan dan Keuangan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Asisten berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Baeiarr yang

berada di bawah dan hertanggung jawab kepada Sekretaris

Daerah.

(4) Masiag-masing Sub Bagian dipimpia oleh Kepala Sub Bagian
yang herada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bagran,

Pasal 4

(1) Staf Ahli merupakan unsur staf berada di bawah dan

bertanggung jawah kepada Bupati dan secara administrasi
dikoordin2sikan oleh Sekretaris Daerah.
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(2) Jumlah Staf Ahli sebanyak 3 {tiga} orang dengan

nomenklatur:

a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

b. Staf Ahii bidang Perekonomian, Keuangan dan

Pembangunan; dan

c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia.

Pasal 5

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah tercanttrm dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagtaa Kesatu

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralcyat meunpurryai

tugas melaksanakan pengoordinasian dan rnerabawahi Bagian

Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian

Hukum.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

t1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan penjrusufian kebijakan pemerintahan daerah

di bidang ta.ta pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan

hukum;
b. pelayanan administrasi di bidang tata pemerintahan,

kesejahteraan rakYat dan hukum;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD,

Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil,

Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan,

Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas sosial, Dinas

Pengendalian Penduduk, Kehrarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuaa dan Perlindungan Anak, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaha* Desa, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu, satuan Potisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik, Kecamatan dan KelurahanlDesa;
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d. pelaksanaarr pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi

di bidang taia. pemerintahan, kesejahteraan rakSrat dan

hukum;

e. pemantarlan, evaluasi dan pelaporan trrelaksanaan

kebijakan pemerintahan daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan ralgrat,

dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya-

Bagian Kedua

Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 7

{1} Kepala Bagran Tata Pernerintahan mempunyai tugas

melaksanakan tugas di bidang administrasi pemerintahan dan

otonomi daerah, administrasi kewilayahan serta kerja sarna

daerah.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(U, Kepala Bagian Tata. Pemerintatran menyelenggarakan

fungsi :

a. penyrapan bahan Frumusarr kebijakan daerah di bidang

administrasi pemerintahan, otonomi daerah, administrasi

kewilayahan serta kerja safira daerah;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah di bidang administrasi pemerintahan, otonomi

daerah, administrasi kewilayahan serta kerja sarna daerah;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan,

otonomi daerah, administrasi kewilayahan serta kerja sama

daerah;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang admirristrasi pemerirrtahan,

otonomi daerah, administrasi kewilayahan serta kerja sama

daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat yang berkaitan

dengan tugasnya.
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Bagian Ketiga

Bagian Kesejahteraan Ralryat

Pasal 8

{1} Kepala Bagran Kesejahteraan Ralryat mempunyai tugas

melaksanakan penJrusunan pedoman dan petunjuk teknis,

pengoordinasian petraksanaan tugas dan pembiaaan peranglat

daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan

masyarakat.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(U, Kepala Bagian Kesejahteraafr Rakyat menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusaft kebdakan

daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan

ke sej ahteraan masyarakat;

b. penyiapan bahan trrengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan

sosial dan kesejahteraan masyarakat;

c. penyiapan bahan pemantanran dan evalrrasi pelaksanaan

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

mempengaruhi pencapaiaa tujuan kebijakan di bidang

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan

mas5rarakat; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rak_vat yang berkaitan

dengan tugasn;ra.

Bagran Keempat

Bagian Hukum

Pasal 9

{1} Kepala Bagian Hukum mempurryai tugas melaksanakan dan

meneliti perumusan peraturan prundang-undangar:, telaahan

hukum, memberikan bartuan hukum, mempublikasikan, dan

mendokumentasikan produk hukum.
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{2i Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksr.ld pada

ayat {1i, Kepaia Bagian Hukum rnenyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang

perrrnda::g-uadangan, bantuan hukum serta dokurrr.entasi

dan informasi;

b. penyiapan bahan tr>engoordina.sian penunlrsarr kebijakan

daerah di bidang pemndaag-undangan, bantuan hukum

serta dokumentasi dan intrormasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang ;rerundang-undangan,
bantuan hukurn serta dokumentasi dan informasi;

d. peayiapan bahan peiaksanaan pema-atanra-n dan evaluasi di

bidang perundang-undamgan, bantuan huk*rn serta

dokumentasi darr informasi; darr

e. pelaksanaan fungsi lairr yaftg diberikari aleh Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Ra}ryat yang berkaitan

dengan tugasnya.

Bagian Kelirna

Asisten Perekoaamian dan Perabangunan

Pasal 1O

{1} Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

melaksanakan pengoordinasian dan membawahi Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bagian

Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa.

(21 Untuk melaksanakarj, tugas sebagaimana dimakstrd pada

ayat {1}, Asisten Perekortamian dan Pembangunan

menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penJrusurlan kebijakan daerah di bidaeg

perekor:omia*, administrasi pernbanguean dan suc*ber

daya alam;

b. pengoordinasiart pelaksanaart tugas Pera*gkat Daerah di

bidang perekonomian, administrasi pembangunan,

pengadaan barangljasa dan sumber daya alam;

c. perrJrusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan

barang dan jasa;
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d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakart

daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

terkait pencapaian tujuan kebliakan, dampak yang tidak

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebijakan di bidang perekonomian, admirristrasi

pembangunan, dan sumber daya alam; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah di bidang perekonomian, administrasi

pembangunan' pengadaan barang dan jasa, dan sumber

daya alam yang berkaitan dengan fugasnya.

Bagiaa Keenam

Erag;an Perekonomian dan Sumber Dalra Alam

Pasal 11

(11 Kepala Bagian Perekoncmian dan Sr:mkr Daya Alarn

rnempuayai tugas merumuskan kebijakan, rrrelaksacakan

koordinasi prerrcartaar,t, peegendalian, pelaksanaa* serta

monitoriag perkerrrba*gan di bidang pembinaan tsadan

Usaha Milik Da.erah (BUMDI dan Badan E-ayastam Ur:tum

Daerah (BLUD), perekoncntian, energi, air dan sumber daye.

alam dan lingkungan hidup.

(2) Unfuk melaksanaka:r tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Baya

AIam menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pembinaan

BUMD dan BLUD, perekonomial, energi, air, sumber

daya alam dan lingkungan hiduP;

b. penyusunan perencanaan program bidang pembinaan

BUMD dan BLUD, perekonomian, energi, a"ir, sumber

daya alam dan lingkungan hidup;

c. pengllmpulan dan pengolahan bahan pen)rusunan dan

petunjuk pernbinaan BUMD dan BLUD, perekonomian,

energi, air, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

d. pembinaan dan pendampingan di bidang pembinaan

BUMD dan BLUD, trrerekonomia,n, energi, air, snmber

daya alara dal lingkungan hidup;
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e. pelaksanaan evaluasi, penganalisisan permasalahan

maupun perkembangan di bidang pembinaan BUMD dan

BLUD, perekonomian, energi, air, sumber daya alam dan

lingkungan hidup;

f. pengoordinasian, perencana€rn di bidang pembinaan

BUMD dan BLUD, perekonomian, energi, air, sumber

daya alam dan lingkungan hidup;
g. pembinaan peningkatan sarana dan prasana di bidang

pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, energi, ak,

sumber daya alam dan lingkungan hidup;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian,

energi, air, sumber daya alam dan lingkungan hidup; darr

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bagran Pembangunan dan Pengadaan BaranglJasa

Pasal 12

(1) Kepala Bagran Pembangunan dan Pengadaan BaranglJasa

mempunyai tugas melaksanakan pertJrusurta* pedoman,

petunjuk pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi

pembangunan, dan pengadaan barang/jasa.

l2l Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan

Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian penrmusan kebijakan

daerah di bidang penJrusunan program, pengendalian

program dan evaluasi dan pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang penJrusunan prograrn,

pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang

pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan

pengadaan secara elel<tronik, pembinaan dan advokasi

pengadaan barang/j asa;
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d. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan

barangljasa, pengelolaan layanan pengadaan secara

elei<tronik, pembinaan dan advokasi pengadaan

barangljasa;

e. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan

barangfjasa, pengelolaan layanan pengadaan secara

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan

barang/jasa;
t penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,

darnpak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang

penJrusunan program, pengendalian program dan evaluasi

dan pelaporan;

g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan

barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara

elektronik, pemhinaan dan advokasi pengadaan

barang/jasa; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagran Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas

melakukan pengumpulan bahan perumusan kebijakan,
pengoordinasian, pelaksanaan dan evaluasi pengadaan

barang/jasa.

Bagian Kedelapan

Asisten Administrasi Umum

Pasal 14

{1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan

pengoordinasian dan membawahi Bagian Umum, Bagran

Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan

Bagran Perencanaan dan Keuangan.
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{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1,, Asisten Administrasi Umum merryelenggarakan

fungsi:
a. perencanaaa penJrusunan kebijakan pemerintahan

daerah di bidang organisasi dan llmlrm, protokol dan

komunikasi pimpinan;

b. pelaS'anan administrasi di bidang organisasi, Lumlm,

protokol dan komuaikasi pimPinan;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Pendapatan

Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan;

d. pelaksanaan trrernbinaan, bir*biegan, konsultasi,

superrrisi di bidang orgartisasi dan um.um;

e. pernantauan, evaluasi dan pelalrcran pelaksanaan

kebijakan di bidang organisasi dan umum; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah di bidang umum dan organisasi yang berkaitan

dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan

Begran Umum

Pasal 15

{U Kepala Bagian Urnum mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan

evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan

kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga..

(2| Untuk melaksanakaa tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1!, Kepala Bagran Umr:sl rae*yelecggarakaa fungsi:

a. pelaksanaan perumusan kebiiakan di bidang umum;

b. penyusunan perencarraan program di bidang urnlrrn;

c. pelaksanaan kegiatan kearsipan;

d. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan staf ahli;

e- penyediaan sararta dan prasarana rapat, kunjungan

pemerintah pusat/daerah/instansi lainnya, tamu dan

kegiatan dinas lainnya;

f. pelaksanaan urusan rume.t. ianrgga pimpinan dan staf

ahli;
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g. pelaksanaan urusafl pelayanac persewaan gedung

pertemuan dan ruang rapat;

h. pelaksanaan urusan Telekomunikasi;

i. pelaksanaan urusan pemeliharaan kaator/geduag,

Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Rumah Jabatan/

Dinas lainnya;

j. pelaksanaan urusan kebersihan tarnan di lingkup

Pemerintah Kabupaten Kediri;

k. pelaksanaan mcrlitorieg, eva-luasi darl plap+ran bidang

umum;

t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi

keda pelaksanaan tugas bawahan secata berkala; dan

m. pelaksanaan fungsi lairr yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasaya.

Bagian Ke*epuluh

Bagran Organisasi

Pasal 16

(1) Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksa:nakan

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordirrasian

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelernbagaan dan

analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta

kinerja dan reformasi birokrasi.

{2} Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana diraaksud pada

ayat (tr), Kepala Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan baharr perumusart kebliaka* daerah di bidang

kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanar pubtik dan

ta.ta laksana serta i<inerja dan reformasi birokrasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,

pelayanaa publik dan tata laksana serta kinerja dan

reformasi birokrasi;
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c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaanr tugas

Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis

Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta

Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidaag kelennbagaaa dan analisis

jabatan, pelayanan pubiik dan tata laksana serta kinerja

dan reformasi birokrasi; da:r

e. pelaksanaae fungsi lain yartg dikrikan oleh Asisten

Administrasi Umum yang berkaitaa dengan ttrgasrrya.

Bagian Kesebelas

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pasal 17

tl) Kepala Bagran Protokol dan Koraunikasi Pimpinan

mempunyai tugas rnelaksanakan penyiapan kebijakan,

pengoordinasiac pelaksanaan tugas Pera*gftat Daerah

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan dokumentasi.

{2t Untuk melaksanakan tugas sebagaiurana dirnaksud pada

ayat {1}, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

protokol, komunikasi pimpinan daa dokumeatasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat daerah di bidang protokcl, komunikasi

pimpinan dan dokumentasi;

c. penyiapan bahan;remantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah terkait bidang protokol, komunikasi

pfunpinan darl dokumentasi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
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Pasal 18

Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan

tata protokoler, melakukan koordinasi, fasilitasi keprotokoian

dan menyiapkan bahan informasi dan jadwal kegiatan Bupati

dan Wakil Bupati.

Bagran Kedua Belas

Bagran Perencanaan dan Keuangan

Pasa] 19

(1) Kepala Bagan Perencanaan dan Keuangan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan,

keuangan dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusarl kebijakan

daerah di bidang perenc€ulaan, keuangan dan pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan

pelaporan;

c. penyiapan bahan trremantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,

dampak yang tidak diinginka*, dan faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang

perencanaarr, keuangan dan pelapran;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum yang berkaiten dengan tugasnya.

Pasal 2O

(U Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-

isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

{21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {21, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan analisis masalah trremerintahan daerah

sesuai keahliannya;
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b. pen5nrsunan telaahan kepada Bupati se$tai keahliannya

c. pen)rusunan dan perumusan laporan kinerja secara

periodik kepada Etupati; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan peraturan pemndang-undangan.

Pasal 2l
(U Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 2A ayat (21, Staf Ahli mengolah darr meaelaah

masalah-masalah di bidangnya masinymasing dan

melaporkan kepada Bupati.

(2| Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli

dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagiarr

yang membidangi urusan umum/tata usaha.

Pasal 22

(U Staf AhIi bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat lzt huruf a,

mempunyai tugas memberikan pemikiran, sara.n, pendapat,

telaah dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam

penetapan kebijakan yang berhubungan dengan bidang

Pemerintahan, Hukrrm dan Politik.

{21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {1}, Staf AhIi bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang

menyangkut masalah Pemerintahan, Hukum dan Politik

serta mempersiapkan konsep penalaran; dan

b. penyiapan konsep penalaran suatu masalah di bidang

Pemerintahan, Hukum dan Politik atas inisiatif sendiri

dan membantu pemecahan masalah sec€rra mendasar

dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati sebagai

telaahan staf.

Pasal 23

(1) Staf Ahli bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembanglrn€rn

sebagaimana dimaksud dalam Pasal + ayat f?t huruf b,

mempunyai tugas memberikan pemikiran, sara-fl, pendapat,

telaah dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam

penetapan kebijakan yang berhubungan dengan bidang

Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.
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lzt Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat {1}, Staf Ahli bidang Perekonomian, Keuangan dan

Pembanguaan menyelenggarakan fungsi :

a, pelaksanaan trrgas atas petunjuk Bupati yang

menyangkut masalah Perekonomian, Keuangan dan

Pembangunan serta memprsiapkan konsep penalaran;

dan

b. peayiapan konsep penalaran srratu masalah di bidang

Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan atas inisiatif
sendiri dan rnembantu pemecahan masalah secara

mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati

sebagai telaahan staf.

Pasal 24

{1} Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {21 hurul c,

mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran' pendapat,

telaah dan peagkajian sebagai bahan pertimbangan dalam

penetapaa kebijakan yang berhrrbungan denga-n bidang

Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia,

(21 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat {1}, Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber

Daya Manusia rnerryelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang

menyangkut masalah Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia serta mem;rersiapkan konsep penalarac; dan

b. penyiapan konsep penalaran suattr masalah di bidang

Kemasyarakatan dan Sumber Daye. Manusia atas iaisiatif

sendiri dan crembantu pernecahan masalah secara

rnendasar dan terpadu untuk bahan kebdakan tsupati

sebagai telaahae staf.

Pasal 25

Penjabaran Fungsi Eselon tV ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
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BAB IV

KELOMPOK JABATAN F'UNGSIONAL

Pasal 26

{1) Kelompok Jabatan Fungsioaal terdiri atas sejumlah teaaga

datram jenjans jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai deagan bidang keahlianaya.

(21 Setlap kelompok dipimpin oleh seor€Lng tenaga fungsional

senior yang diangkat oleh Bupati-

(3) Jenis jenjang da.rr jumlah jabatan fucgsional ditetapkan oleh

Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai

peratrrran perundang-undangan yang berlaku.

i4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat {U dipirnpin oletr Kepala Bagran dan dibantu oleh

sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas

dan fungsi jabatarr pimpinan tinggi pratama masing-masing.

isi Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat t4)

melaksanakan &1gas membantu Kepala Bagian dalalla

pen5rursunan rencaraa? pelaksanaac dan pengendaliant,

trremactauan dan evaluasi, serta pelaperan pada sat*
kelompok sub-substansi pada masing-masing pe*gelampkan

uraian fungsi.

{6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat {5}

diteta.pkan dengan Keputusan Sekretaris Daera-L.

t7) Ketentuan mengenai pemhagian tugas Kelompok

sub*substansi sebagaimana dimaksud pada ayat t5)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasatr 27

{1} Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsiaya, Sekretaris

Daerah, Asisten, Kepala Bag,ian, Kepala Sub Bagran dan

Kelornpok Jabatan Fungsional serta Staf Ahli rnenerapkan

prinsip k*ordinasi, integrasi dan sinkraaisasi baik dalarn

liagkungan masing-masi.ng raaupuft arttarsa.fua:t arganisasi

di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-

masing.



(21 Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawah*.rrrr*''
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar

mengambil langkah-tangkah yang diperlukan.

tS) Setiap pemimpin satuan organisasi krtanggung jawab

memimpin dan mengkoordinasikan baurahan masing-masing

dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi petaksanaan

tugas bawahannya.

t4) Setiap pemimpin sebuah organisasi mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-

masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

{5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi

dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan

untuk pen5rusunan laporan lebih laajut dan untuk
mernberikan petunjuk kepada bawahannya.

t6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada

atasan, tembusan laporan disampaikan prrla kepada satuan

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

(71 Staf Ahli mengikuti dan mematuhi ptunjuk dan krtanggung
jawab kepada Bupati serta menyampaikart lapran berkala

tepat waktu.

(8) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan

laporan disampaikan pula kepada Sekretaris Daerah.

{9) Untuk mewujudkan tertib pelaksanaan tata persuratan, Staf

Ahli rnenggunakan kop naskah dinas dalam bentuk nota

dinas sesrrai Peraturan Bupati tentang Tata Naskah. Dinas di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

BAB \rI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 28

(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gukrrrur
dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi s,yarat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

{21 Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagran dan Kepala Sub Bagian

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai

Aparatur Sipil Negara ,'ang memenuhi syarat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VITT

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan

Bupati Kediri Nomor 18 Tahun 2O2L tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tlrgas dan Fungsi serta ?ata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah. Kabupa.ten

Kediri Tahun 2A2l Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 3O

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund€rngan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 10 - 6 -2022

BUPATI KEDIRI,

HAITINDHITO HIMAWAIT PRA.}IAIYA

Diundangkan di Kediri

padatanggal 10 - 6 -2A22

SEKRETARIS DAERAH KABIIPATEIT KEDIRI,

ttd

DEDE SUJAITA

BERITA DAERAII I(TBT'PATEIT KEDIRI TAIIIIr 20,22 XOIOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerinta.han dan

Ke sej ah te r aarl Ralryat
u.b.

PIt. KEPALA IAN HUKUM

SUWONO
Penata Tingkat I

ttd

NrP 1966tL25 198903 1 010



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 - 6 -2022

BAGAN ORGANISASI
$EKRFTAFTAT pAERAt[

SEKRETARIS DAERAH

STAF AHI.I BIDANO
PEREKONOMIAN,
KEUANGAN OAN
FEMBANOUNAN

I I srrr rxlr arorruoI I rEuesvrmx,qrrNI I orN sulrgrn oevr
I I MANUSTAAEtSrEN

PEMERINTAITAN OAN
KEOEJATERMN RAKYAT

ASISIEN
PERHKONOMIAN OAN

PEMBANCUNAN

ASIETEN
AbMlNlSlRAgl UITIUM

KEI.OMPOK JABATAN

FUNGSIONAT

JAEATAN JABATAN

B46IAN

XEUANOAN

BAOIAN
PEREKONOMIAN

dAN SUMBER DAYA
ALAT'I

BAOIAN
PEMBAN6UNAN

OAN PENOADMN
gAFAN6/JA6A

BAOIAN

PEMERINTAI{AN

BASIAN
(EOIJAHTEflAAN

RAXYAI

BACIAN PROTOKOL
DAN KOMUNIXAEI

PIMPINAN

BAOIAN
HUKUM

EAOIAN
UMUM

BAGIAN
OROANISAEI

JABATAN
FL,'N6SIONAL

JABATAN
FUNO6IONAL

JABAlAN
FUNGSIONAL

JABATAN
FUNGSIONAL

JAtsATAN
FUNOSIONAL

JABATAN
FUNOSIONAL

JAEATAN
FUNGAIONALsuts BAOIAN

PENOADMN
BARANO / J,.\94

AUB BAOIAN
PROlOKOL

BUPAtt KEDtRt,

ttd

HA.III:IDHIIO HIUAWA.IT PRAIAN/I

Plt.

Salinan seeuai dcngan aolinya
a.n. SPKRETARIS DAERAH
Asieton Pemerintahen dar

Rakyat

Penata lngkat I
NrP 1966112s 198903 1 010


